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/
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
b penuh terhadap personel serta

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawa
pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead

serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi

penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN
~ a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang|

~ terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa i i
angs | yang diberikan oleh P
kepadak Pejabat Penandatangan Kontrak . Jika diminta olehg Pejabat Penand:&ynﬁa
Kontrak m ka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalih
ilika tmc ‘pada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan huk
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tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada

10.

Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.-

WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumgn yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini
ole_h Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.

b. Keu-lenangan Wakil Szh Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan
dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewz?jiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dlt?eban!(an oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjagn. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merge) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

¢. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

PEMBERIAN KESEMPATAN

Dzalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak
berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan
pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
30 (tiga puluh) hari kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia
masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
(a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan
jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
(b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup
menyelesaikan pekerjaannya.

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa
berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui tahun anggaran.
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4 Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan

kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam.hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; _
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

11. ASURANSH : S ;
a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampal
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: S S
1) simua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi ter;admya kecelakaa?a,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaqn. pekgrjaan, atas sega :
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapa
diduga; dan : _

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. ;

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya

SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL - : i
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain perspnel yang telah dlsetqqu
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPKini.

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap_
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan
Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkanoleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak .

c¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan i
: pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan vyang dilaksanakan oleh Penyed?a. Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan

pengawasan dan pemeriksaan atas se - .
Penyedia. mua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakanoleh

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN




aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanansesuai
dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.

d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat penandatangan Kontrak
membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh DireksiTeknis,
dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

3. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat
Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggalpenyelesaian
semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat
dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan
selesai.

18. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar k i
: e
tertulis dengan ketentuan: Paca, salah sat B

1) dalam waktu paling lambat 14 (em i i
. pat belas) hari kalender sejak i
seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Ka#\ar' e




=

2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adqlah hanya
kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang
terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI ‘ :
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka
Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaanpekerjaan;
atau
6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu

yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak .

. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak

berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ,
dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan

data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui

tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta
penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum SPK.

Pejabat Penandatangan Kontrak da
setelah melakukan penelitian terha

perpanjangan tanggal

pat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
dap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK da




akukan korupsi, kolusi, dan/atau n
suan dalam pro daan yang_dl‘put;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi,
nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksa
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; R ;
3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak |
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapl_<an; e
4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat penandatangan Kontrak , tidak memulai

pelaksanaan pekerjaan; i

5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat pPenandatangan Koni_:rak;

6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadlian;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak

3 (tiga) kali; ;
8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu

yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda
but tidak ditarik selama

pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah terse

28 (dua puluh delapan) hari; atau
10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran

untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
£ Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotismemater
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN
B

E i
. ;:jf;f;;d:)t::::;:?as:ni- : setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah
S S e o e e S,
pada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Memba\;‘a

lam perhitungan an : -
gsuran, tidak akan meni
: Pejabat Penandatangan Kontrak :;’?ma
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